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Melalui  pernikahan diharapkan dapat terwujud keluarga yang harmonis dan 
bahagia. Namun, masih  banyak terjadi  pertikaian rumah tangga dan berakhir 
pada perceraian. Kasus perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Dan 
cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Perceraian memiliki banyak dampak 
negatif. Terutama bagi anak-anak. Upaya mempertahankan keutuhan rumah 
tangga mutlak diperlukan. Salah satunya dengan mediasi. Bagaimanakah mediasi 
dalam perspektif pemikiran Wahbah Al-Zuhaily dan prosedur mediasi yang diatur 
dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2016 yang berlaku 
pada Pengadilan Agama di Indonesia. Serta bagaimana prosedur mediasi yang 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2016 dalam 
perspektif pemikiran Wahbah Al-Zuhaily. Penelitian yang dilakukan penulis 
menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Sedangkan 
pendekatannya adalah deskriptif analisis; dalam hal ini menggambarkan dan 
menjelaskan fenomena konseptual. Kajian kepustakaan terhadap dengan sumber 
utama At-Tafsir al-Munir fi al-qidah wa al-Syari’at wa al-Manhaj dan al-Fiqh al-
Islamy Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaily dan Peraturan Mahkamah Agung 
No 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Dari penelitian 
yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan terdapat beberapa kesamaan 
antara prosedur mediasi yang berlaku pada Pengadilan Agama di Indonesia 
dengan pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam hal pentingnya mediasi dalam upaya 
mendamaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi antara suami istri. 
Demikian pula dalam prinsip-prinsip utama mediasi prosedur mediasi pada 
Pengadilan Agama di Indonesia sejalan dengan pemikiran wahbah al-Zuhaily 
dengan. Seperti dalam kualifikasi hakam atau mediator serta batas 
kewenangannya dalam melakukan mediasi. Terkait prosedur yang bersifat 
administratif PERMA No 1 tahun 2016 lebih lengkap dan terperinci. Semoga 
penelitian ini membawa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis 
kepada semua pihak yang berkepentingan.  
Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Wahbah Al-Zuhaily, Pengadilan Agama, 
Perceraian 
Abstract 
Through marriage, it is hoped that a harmonious and happy family can be 
realized. However, there are still many domestic disputes and end in divorce. 
Divorce cases in Indonesia are still very high. And it tends to keep increasing 
every year. Divorce has many negative impacts. Especially for children. Efforts to 
maintain absolute household integrity are required. One of them is mediation. 
How is mediation in the perspective of Wahbah Al-Zuhaily's thinking and the 
mediation procedure regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 





of 2016 which applies to Religious Courts in Indonesia. As well as how the 
mediation procedure is regulated in Supreme Court Rule (PERMA) No. 1 of 2016 
in the perspective of Wahbah Al-Zuhaily’s thinking. The research conducted by 
the author uses the type of library research (Library Research). While the 
approach is descriptive analysis; in this case it describes and explains the 
conceptual phenomenon. A literature review of with the main source At-Tafsir al-
Munir fi al-qidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj and al-Fiqh al-Islamy Wa 
Adillatuhu by Wahbah al-Zuhaily and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 
which regulates mediation procedures in court. From the research conducted by 
researchers, it can be concluded that there are some similarities between the 
mediation procedure that applies to the Religious Court in Indonesia with the 
view of Wahbah al-Zuhaily in terms of the importance of mediation in efforts to 
reconcile disputes and disputes that occur between husband and wife. Similarly, 
in the main principles of mediation, the mediation procedure in the Religious 
Court in Indonesia is in line with the thinking of wahbah al-Zuhaily. As in the 
qualification of the judge or mediator and the limits of his authority in mediating. 
Related to the administrative procedure of PERMA No. 1 of 2016 is more 
complete and detailed. Hopefully this research brings benefits both theoretically 
and practically to all stakeholders. 
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PENDAHULUAN 
Keluarga memiliki peran amat penting dalam Islam. Karena keluarga 
merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluargalah yang melahirkan dan 
generasi manusia. 1 
 Keluarga merupakan pilar utama suatu masyarakat sekaligus sel yang 
menghidupkan eksistensi masyarakat. Kalau keluarga baik, maka akan melahirkan 
pribadi-pribadinya baik. Selanjutnya pribadi yang baik itu akan membentuk 
rumah tangga dan keluarga keluarga baik da harmonis. Ketika keluarga baik dan 
harmonis maka akan terwujud masyarakat yang baik.2  
Begitu pentingnya keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang 
sangat mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Islam 
mensyariatkan pernikahan, dan menerangkan berbagai hukum dan tuntunan baik 
melalui Al-Qur’an maupun Sunnah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.  
Agama mensyariatkan pernikahan agar tercipta keluarga yang penuh 
dengan ketenangan, cinta kasih dan sayang. Allah Swt berfirman: 
  
َوَرْحمَ  َمَودَّةً  بَْينَُكْم  َوَجعََل  إِلَْيَها  ِلتَْسُكنُوا  أَْزَواًجا  أَْنفُِسُكْم  ِمْن  لَُكْم  َخلََق  أَْن  آيَاتِِه  ِلَك  ۚةً َوِمْن 
ذََٰ فِي  إِنَّ   
 ََليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 
Artinya:  
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menjadikan bagi kalian 
pasangan dari jenis kalian. Dan Dia menjadikan antara kalian rasa cinta dan 
 
1  Muhammad Thohir al-Juwabi, Al-Mujtama’ wal Usrah Fi al-Islam, (Dar Alam al-Kutub 
Litiba’ati wal Nasyr, 2000), hal. 92 
2  Mushtofa al-Khin dkk, al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab Al-Syafi’i, (Damaskus: Dar al-Falah, 
2012), Jilid II, hal. 16. 





kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir” (Qs. Ar-Rum: 21) 
 
 
Menurut Wahbah Al-Zuhaily, bahwa maksud dari kata “sakinah, 
mawaddah, dan rahmah” dalam surat Ar-Rum: 21 ialah sakinah bermakna 
ketenangan dan ketenteraman, mawaddah bermakna cinta kasih, dan rahmah 
bermakna iba (belas kasih). Dan aspek psikis itu semua tidak akan terwujud 
kecuali jika seorang suami berkomitmen dan berprinsip hidup bahwa istri 
merupakan partner untuk kesempurnaan harkat derajat manusia, karena seorang 
suami pada prinsipnya bertahan untuk hidup bersama pasangannya karena motif 
kehadiran anak, penyaluran nafkah, maupun sifat naluriah manusiawi untuk 
penyaluran rasa kasih sayangnya.3 
Sementara dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 disebutkan, 
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”  
 Wujud pernikahan dalam konteks hukum Islam yaitu ikatan lahir batin 
antara dua insan, seperti yang ditegaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat 
dalam pasal 2, ialah sama dengan yang tertera dalam Q.S.An-Nisa; 21 “akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”. 
Kehidupan rumah tangga akan terwujud bahagia, salah satu faktor 
utamanya manakala masing-masing suami istri memenuhi kewajibannya terhadap 
pasangannya. Sebab, agama telah menetapkan hak dan kewajiban masing-masing 
suami istri. Dengan demikian suami merasa nyaman dengan istrinya. Sebaliknya, 
istripun merasa tentram bersama suami.4 
Ibn Katsir menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penggalan frasa 
“mitsaqan ghalidzan” perjanjian yang kuat” pada ayat 21 surat an-Nisa ialah 
mengandung 3 penafsiran. Pertama, bahwa hal itu bermakna akad itu sendiri (ijab 
dan qabul). Kedua, bermakna pergaulan suami istri yang santun atau perceraian 
yang baik (dibenarkan oleh syari`at Islam). Ketiga, bermakna bahwa istri yang sah 
adalah titipan Allah, dan kebolehan hubungan suami istri adalah disebakan oleh 
ketetapan syariat Allah.5  
Sedangkan dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaily, kalimat mitsaqan 
ghalizhan bermakna bahwa ikatan yang kuat itu tercipta secara mengikat suami 
istri sebagai mitra dalam pergaulan rumah tangga yang yaitu perintah Allah yang 
berbentuk dua alternatif yakni: pertama, melepaskan ikatan pernikahan dengan 
cara yang santun atau kedua menahan ikatan tersebut secara bijaksana.6 
 
3 Wahbah Al-Zuhaily, At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa AlSyari`at wa Al-Manhaj, Jild IX, 
(Beyrut; Daar Al-Fikr, 2009), hlm.75 
4 Al-Syinqithi, Muhammad bin Muhamad Al-Mukhtar, Fiqh al-Usrah  Juz I  (Al-Syubkah Al-
Islamiyyah), hal. 2. 
5  Ibnu Katsir, Abi  al-Fida Ismail bin Umar. Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim. (Beirut: Dar Ibn Hazm) 
hal. 405-406 
6  Wahbah Al-Zuhaily, At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa AlSyari`at wa Al-Manhaj, Jild II, 
(Beyrut; Daar Al-Fikr, 2009), hlm.635 





Namun, dalam kenyataannya seringkali terjadi keretakan dalam hubungan 
rumah tangga. Permaslahan dalam hubungan hubungan suami istri yang mengarah 
pada perselisihan dan pertikaian berawal dari adanya nusyuz. Dimana nusyuz ini 
ada yang muncul dari pihak istri. Ada yang munculnya dari pihak suami. Dan 
adapula yang memamg mucul dari kedua  belah pihak. 
Nusyuz merupakan konklusi yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-
pertikaian yang menimpa pasangan suami istri. Suami istri atau salah satunya dari 
tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan 
tidak mau patuh.7 
Telah diketahui secara umum, bahwa manakala pertikaian-pertikaian 
berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin panas dan melahirkan suasana 
kebencian serta permusuhan yang terkadang pada keberpalingan. Pertikaian 
klimaks antara kedua pasangan suami-istri inilah yang diistilahkan dengan syiqaq.   
Konsensus ulama kalangan madzhab Syafi`iyah merumuskan konsep 
bahwa syiqaq merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat 
memuncak serat dikhawatirkan terjadi petaka (madharat) bila perkawinan itu 
dilanjutkan. Sedangkan menurut fiqh komparasi umum, syiqaq berarti perselisihan 
suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yakni seorang hakam dari 
pihak suami dan seorang hakam darai pihak istri.8 
Keretakan yang meningkat menjadi perselisihan seringkali berujung 
dengan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Baik dari pihak suami  maupun 
dari pihak istri. Gugatan perceraian inilah yang paling banyak dajukan ke 
Pengadilan Agama.  A. Mukti Arto mengatakan bahwa diantara perkara di 
lingkungan Peradilan Agama yang paling banyak ditangani adalah perkara 
perceraian.9 
Kasus perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Dan cenderung terus 
meningkat setiap tahunnya. Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama, 
Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka 
perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 
mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun 
sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah 
Agung. Kamaruddin Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, 
kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 
2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami 
peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus 
jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.10  
Semakin banyaknya ikatan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian 
tentu menjadi realita yang amat memperihatinkan. Ajaran agama menjelaskan 
bahwa perceraian merupakan sesuatu yang meski dibolehkan, namun sangat 
 
7 Ra`ad Kamil Al-Havali, Memecahkan Perselisihan Keluarga Manurut Quran Dan Sunnah, 
(Yogyakarta ; mitra pustaka, 2004). P.64 
8  Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006), p. 
241 
9 A. Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketata- negaraan Indonesia, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012), h. 373 
10  Intan Umbari Prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 
2020”, Merdeka.com,  12 September 2020. https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-
angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.htmlb 





dibenci Allah Swt. Rasulullah Swt bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam 
Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud:  
ِ  ِعْندَ  اَْلَحََللِ  أَْبغَضُ   اَلطَََّلقُ  للََاَّ  
Artinya:  
“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”11  
 
Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dalam salah satu karyanya, 
Nizhamul Usrah, menyebutkan, bahwa perceraian memiliki banyak dampak yang 
buruk dalam kehidupan manusia. Diantaranya memporakporandakan ikatan 
keluarga, mendatangkan beban psikologis yang amat berat pada anak-anak, karena 
kehilangan nikmatnya naungan kasih sayang yang utuh dari ayah ibu mereka. 
Maka talak harus menjadi alternatif terakhir dalam kondisi yang sudah darurat dan 
tidak bisa dihindari.12 
Dalam Kitab Tarbiyatul Aulaad Fil Islam, Syaikh  Abdullah Nasih Ulwan, 
menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan 
kerusakan pada prilaku anak-anak. Diantaranya adalah perselisihan atau pertikaian 
kedua orangtua, dan lebih-lebih bila sampai terjadi perceraian diantara mereka. 
Anak akan kehilangan figur ibu yang mengasihinya atau ayah yang menjaga dan 
melindunginya.13  
Salah satu upaya untuk menekan tingkat perceraian adalah 
memaksimalkan upaya mediasi. Islam mengajarkan bahwa setiap permasahan atau 
perselisihan yang terjadi antar sesama manusia sebaiknya diselesaikan dengan 
jalan perdamaian atau ishlah.14  
Dalam literature agama Islam, mediasi seringkali disebut dengan ishlah 
atau shulh. Adapun prosesnya disebut dengan tahkim. Dalam terminologi fiqh, 
tahkim yaitu adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain untuk 
memutuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syara’.15  
Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan bahwa tahkim merupakan salah satu 
langkah yang ditempuh ketika perselisihan semakin sengit. Tahkim merupakan 
upaya untuk memediasi. Masing-masing pihak suami dan istri mengirim hakam 
atau penengah untuk mendamaikan perselisihan setelah diselidiki keadaan yang 
sebenarnay dalam hubungan mereka faktor penyebab perselisihannya.16 
Mendamaikan orang-orang yang berselisih atau bertikai merupakan 
perintah agama. Lebih-lebih yang berselisih itu sesama orang mukmin. Baik antar 
pribadi dengan pribadi, maupun antar kelompok  atau golongan. Diantara bentuk 
ishlah adalah mendamaikan suami istri yang sedang berselisih atau bertikai. Kalau 
suami istri bisa berdamai, maka keluarga menjadi utuh. Sedangkan keluarga 
merupakan bagian daripada masyarakat. Artinya, jika banyak pasangan suami atau 
 
11 Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy’ats, “Sunan Abi Daud”, (Riyadh: Maktabah Al ma’arif Li an-
Nasyr, 2003)  hlm. 475 
12  Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Adaabul Islam Fi Nizhamil Usrah, (Makkah: 
Maktabah Al-Malik Fahd, 2002), hlm. 89 
13 Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulaad Fil Islam, (Riyad: Darussalam, tt), hlm. 109 
14 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Kencana 
Pranata, Jakarta, 2005), hlm. 151 
15 Syamir Aliyah,  Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, (Jakarta: Khalifa, 2004), 
hlm. 328 
16 Wahbah Al-Zuhaliy, At-Tafsir al-Wasiit, (Damaskus: dar al-Fikr, 2000), Jilid I hal. 316 





keluarga yang bertikai apalagi sampai terjadi perceraian, maka kehidupan 
masyarakat ikut terkena dampaknya.17  
Secara eksplisit telah disebutkan dalam Al-Qur’an, perintah untuk 
melakukan perdamaian terhadap pasangan suami istri yang bertikai. Sebagaimana 
disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35,  
 
ُ بَْينَُهَما َۗوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَ  إِنَّ  ْينِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريدَا إِْصََلًحا يَُوف ِِق للَاَّ
َ َكاَن َعِليًما َخبِيًرا   للَاَّ
Artinya:  
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.  
 
 
Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat di atas adalah apabila terjadi 
perselisihan antara suami dan istri, masing-masing pihak melakukan kesalahan 
kemudian terjadi pertikaian yang tidak bisa diakhiri dan cenderung 
mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga 
istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya 
bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada 
keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi perceraian.18 
Diantara ulama tafsir modern yang memberikan pembahasan secara 
mendalam terhadap ayat mediasi ini adalah Prof. Dr. Musthofa Wahbah Al-
Zuhaily, melalui kitab tafsirnya, At-Tafsir Al-Munir. Sebagai kitab tafsir yang 
ditulis pada masa kini, penulis melihat dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah 
Al-Zuhaily ini ada karakteristik fiqih dan sosial yang bersinggungan dengan 
kehidupan keluarga di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari sosok Wahbah Al-
Zuhaily, yang merupakan mufassir sekaligus ahli fiqh modern. Diantara karya 
fenomenalnya adalah al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu berjumlah 8 jilid, dan al-
Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari’at wa al-Manhaj berjumlah 16 jilid yang 
ditulis selama 16 tahun . Dua karya masterpiece tersebut semakin meneguhkan 
beliau sebagai pakar Fiqh dan Tafsir. 
Wahbah Al-Zuhaily menguraikan  panjang lebar masalah tahkim atau 
mediasi dalam Kitab Tafsir Munir maupun dalam kitab Al-Fiqh al–Islamy. 
Wahbah mengatakan, bahwa ayat 35 surat An- sebagai perintah kepada para 
pihak, terutama kedua pasangan suami istri, keluarga dan kerabat mereka, juga 
para hakim yang menangani hukum, apabila melihat perselisihan yang berpotensi 
pada pertikaian dan perceraian, agar mengutus mediator dari kedua belah pihak 
untuk melakukan ishlah, mediasi dan perdamaian.19 
 
17Ali al-Harun, Mauqi’u Al-Ayaikh al-da’iyah al-Islamy Ali al-Harun 
http://www.alielharony.com/pdf /0047_7ath_3ala_esla7.pdf. 2021, hal. 5 
18 Ibnu Katsir, Abi Al-Fida Ismail bin Umar.  Tafsir al-Qur’an al-Azhim, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2000), hal. 479 
19 Wahbah Al-Zuhaily, At-Tafsir Al-Munir,  Fi Al-Aqidah wa as-Syari’ah wa Al-Manhaj, 
(Damaskus: Daar Al-Fikr, 2009) hlm. 61-63 





Sistem Peradilan di Indonesia juga mengenal mediasi. Mediasi merupakan 
salah satu bentuk dari system Alternative Penyelsaian Sengketa. Undang-Undang 
nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
pada pasal 1 angka 10, menyebutkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 
Lebih lengkapnya prosedur mediasi kemudian diatur dalam PERMA No. 1 
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah disempunakan 
dengan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam Ketentuan Umum PERMA No 
1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator.20  
Melalui penelitian ini juga ingin mendapatkan data, bagaimana komparasi 
antara mediasi dalam perspektif pemikiran Wahbah Al-Zuhaily, seorang mufassir 
sekaligus ahli fiqih modern dengan prosedur mediasi yang diterapkan pada 
Pengadilan Agama di Indonesia yang diatur dalam PERMA No 1 tahun 2008, 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah disempurnakan dengan 
lahirnya PERMA No 1 Tahun 2016. 
Penulis menetapkan fokus penelitian sebagai pembatasan mengenai objek 
penelitian yang diangkat. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat 
kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini 
dimaksudakan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian 
guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. 
Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, 
urgensi dan reabilitas masalah yang akan diteliti.21  
 
METODE PENELITIAN 
Tipikal penyusunan tesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
(Library Research), dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka 
statistic. Sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis; dalam hal ini 
menggambarkan dan menjelaskan fenomena konseptual.  
Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; 
pertama penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan 
dengan lapangan atau saksi mata (eyewitness), berupa kejadian, orang atau benda-
benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (readymade), artinya peneliti tidak 
pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang 
sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah sumber 
data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua 
bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan 
tidak dibagi oleh ruang dan waktu. Penelitian ini merupakan penelitian 
kepustakaan (library research), sehingga data-data dan bahan-bahan yang 
 
20 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Pada Pengadilan, 
Ketentuan Umum. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Elfabeta, 2012), hlm 
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diperlukan dalam penelitian ini adalah berasal dari perpustakaan, berupa literatur, 
naskah, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu.22  
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi 
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 
membuat kesimpulan atas temuannya23 
Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar 
belakang ontologi (asal muasal teoritis) dan epistemologi (metode meramu 
teoritis), baik tafsir, hadits, maupun ushul al-fiqh dan fiqh  serta teks kitab-kitab 
Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhailiy.  Penulis sedapat mungkin mengolah data secara 
sumber langsung dari kitab autentik; bukan kitab terjemahan yang disadur ke 
dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak 
rancu. Kajian ini bersifat empiris normatif, meskipun relevansi dan validitas 
pemikiran Wahbah Al-Zuhaily belum tentu sesuai dengan perundang-undangan 
formil di Indonesia. 
 
PEMBAHASAN  
A.   Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Perspektif Wahbah al-Zuhaily 
Kehidupan suatu rumah tangga siapapun pasangannya, akan selalu 
menemui. pertikaian atau perselisihan. Konflik rumah tangga dalam terma fiqh 
islam disebut dengan syiqaq yang selanjutnya dalam kata saduran bahasa 
Indonesia diistilahkan sebagai syiqaq. Syiqaq diartikan sebagai perselisihan, 
pertengkaran, dan permusuhan yang terus menerus antara suami istri yang 
menimbulkan masyaqqat atau kesulitan bagi salah satu atau kedua suami istri.24 
Ahmad Musthafa Al-Maraghiy dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan 
syiqaq dengan cukup lugas. Syiqaq berarti perselisihan yang berpotensi membuat 
dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya 
perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan.  
Syiqaq atau pertikaian diantara mereka kadang-kadang disebabkan oleh 
kesalahan istri, terkadang pula oleh kelalaian suami. Dan, tidak jarang dari kedua 
pihak. Jika perselisihan dan pertikaian terus menerus terjadi dan dikhawatirkan 
akan terjadi perpecahan, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib 
mengutus dua orang hakam dengan maksud memperbaiki hubungan antara 
mereka.  
Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa dua orang hakam mengetahui 
masalah rahasia pasangan suami-istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka, 
sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah.25 
Perselisihan dan  pertikaian berjalan cukup lama, hal ini akan menjadi 
semakin gawat dan melahirkan suasana ketegangan psikis, kebencian serta 
permusuhan yang terkadang pada jenjang klimaksnya sampai pada keberpalingan 
dan sikap acuh. Kasus semacam ini yang kemudian muncul yaitu keluarnya suami 
 
22 Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hlm 3  
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Elfabeta, 2012), hlm 
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24 Bashiran Yusuf, Risalah Syiqaq, (Semarang; Yayasan Pusat Pengkajian Islam, 2001), p.5 
25   Ahmad Musthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghi vol I, (Beyruth ; Daar Al-Jail, 2001), hal. 
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istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak 
melaksanakannya karena keengganan dan sikap tidak mau patuh.26 
Syiqaq atau perpecahan bisa disebabkan dari kedua belah pihak, suami dan 
istri. Misalnya suami menuduh istrinya tidak taat kepadanya, dan istri menuduh 
suaminya memperlakukan buruk dan menyakitinya.27  
Pembahasan syiqaq ini tidak terlepas dari pembahasan seputar tindak 
pelanggaran hak dan kewajiban berumah tangga (nusyuz), karena syiqaq 
merupakan akibat atau konsekwensi dari nusyuz. Sepintas kami paparkan tentang 
nusyuz. 
Wahbah Al-Zuhaily merumuskan nusyuz ini sebagai; “bentuk 
kedurhakaan seorang istri kepada suaminya berupa tidak menunaikan hak suami 
yang melekat pada nya disebabkan akad nikah yang sah”28  
Nusyuz bersumber dari tiga macam:  
1.  Nusyuz yang dilakukan suami.  
Nusyuz dari pihak suami; misalnya meninggalkan kewajiban sebagai 
suami. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau 
menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Tentang Nusyuz suami, dalam 
al-Qur’an surat An-Nisa ayat 128 disebutkan: 
 
أَن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلًحا إِْعَراًضا فَََل ُجنَاَح َعلَْيِهَمآ  َخافَْت ِمۢن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو  ْلُح  َۚوإِِن ٱْمَرأَةٌ   َوٱلصُّ
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا  َوإِن تُْحِسنُو۟ا َوتَتَّقُوا۟ َخْيٌر ۗ َوأُْحِضَرِت ٱْْلَنفُُس ٱلشُّحَّ ۚ فَإِنَّ ٱَّللَّ   
 
Artinya:  
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia 
itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya 




Nusyuz dari pihak suami adalah sesuatu yang sangat frontal dan 
berbahaya. Dampak kecilnya, ini akan berpengaruh buruk terhadap kebahagiaan 
rumah tangga dan dampak besarnya dapat meruntuhkannya. Peristiwa-peristiwa 
yang tidak di inginkan dan yang ditimbulkannya lebih banyak dari pada yang di 
timbulkan oleh nusyuz istri29 
 Hal ini benar adanya, mengingat suami berperan sebagai kepala dan/atau 
tiang penyangga rumah tangga. Dialah yang mengatur roda kehidupan keluarga. 
Nusyuz dari suami berpotensi lebih masif dalam membentuk benih-benih 
 
26 Ra‟d Kamil Al-Hayli, Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur’an dan Sunnah, 
(Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 64 
27 Alauddin Kharufa, Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syahsiyyah Juz II, (Baghdad: Matba‟ah Al-
Ma‟arif, 1383/ 1963), hal. 30 
28 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu vol VII, (Damaskus; Daar Al-Fikr, 
1985), p. 779 
29 Ra’d Kamil Al-Hayli, Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur’an dan Sunnah, 
(Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 64 





perselisihan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan ataupun kedua-duanya 
secara bersamaan. Bahkan Wahbah al-Zuhaily menyebutkan keadaan seperti ini 
dengan sebutan ad-dharar30 
 
2.   Nusyuz Yang Dilakukan Istri 
Nusyuz dari pihak istri; bahwa istir terlepas dari tanggung jawabnya, dan 
keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci. Dialah yang 
kemudian akan menanggung akibat tindakan nusyuznya, bukan suaminya. Para 
ahli fiqh mengklasifikasikan tindakan nusyuz dari istri ada empat poin; a. 
Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkannya. b. 
Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi atau melayani 
panggilan suaminya. c. Keluar dari rumah tanpa seijin suami atau tanpa ada alasan 
hal syar‟i yang memberikan kewenangan. d. Meninggalkan kewajiban-kewajiban 
agama atau sebagainya seperti shalat, dan puasa ramadhan.31 
Manakala istri melakukan perbuatan nusyuz, seorang suami melakukan 
upaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tiga sikap. Ketiga tahapan 
atau langkah suami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya ini 
didasarkan atas firman Allah Swt, pada surat an-Nisa ayat 34: 
 
فَِعُظوهُنَّ   نُُشوَزهُنَّ  تََخافُوَن  تِى 
َوٱْضِربُوهُنَّ  َوٱلََّٰ ٱْلَمَضاِجعِ  فِى  َوٱْهُجُروهُنَّ   
 
Artinya:  
 “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka” 
   
Pertama, masehati istri dengan nasehat yang bijaksana. Wahbah Al-
Zuhaily menafsirkan kata-kata “maka nasihatilah” sebagai upaya suami 
memberikan nasihat kepada istrinya dengan hikmah dan kebijaksanaan, dengan 
ungkapan yang akrab dan lemah lembut, misalnya dengan ungkapan seorang 
suami kepada istrinya; “Wahai istriku, bertaqwalah kepada Allah. jadilah engkau 
istri yang shalihat yang selalu patuh, dan menjaga diri saat suami tiada di sisimu. 
Janganlah engkau menjadi istri yang membangkang” atau “takutlah engkau 
kepada Allah pada hak-hak yang wajib terhadapku atas dirimu dan hindarilah 
kecaman Allah”.32  
Kedua, mendiamkan istri. Artinya mengurangi komunikasi dengan istri. 
Upaya nasihat suami dengan cara membatasi komunikasi terhadap istri dan 
berpisah ranjang. Langkah ini dilakukan jika nasihat dan wejangan suami tidak 
dapat membendung kedurhakaan istri, misalnya selalu membangkang bila suami 
memerintahnya, dan pergi meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya. Suami 
boleh menjauhi tempat tidurnya sesuai kemauan suaminya, semata–mata dengan 
 
30 Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, Al-Wajiz fi Fiqh Al-Islamy, (Beyruth : Daar Al-Fikr, 2006), 
hal. 169 
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maksud memberi efek jera atas kedurhakaannya. Namun, mendiamkan istri tidak 
boleh melebihi tiha hari.33  
Tahapan berikutnya adalah dengan memberi hukuman berupa pukulan 
yang tidak menyakitkan. Wahbah Al-Zuhaily menafsirkan kata-kata “dan pukulah 
mereka” yakni pukulan yang ringan sebanyakbanyaknya 3 kali pukulan saja, pada 
bagian belikat dengan langsung menggunakan tangan, lidi, maupun kayu yang 
kecil. Maksud utama dalam pemkulan ini hanyalah demi kemaslahatan hubungan 
rumah tangga, tidak ada maksud lain selain itu. Hukum pemukulan tersebut hanya 
mubah, maka jika kemaslahatan dapat ditempuh tanpa pemukulan, lebih utama 
untuk tidak melakukannya.34  
 
3.   Nusyuz yang Dilakukan Suami dan Istri.  
Situasi ini menggambarkan masing-masing suami dan istri melakukan 
kesalahan dan keburukan. Mereka saling menuduh pasangannya. Sehingga terus 
berselisih dan bertikai.  
Manakala masih terjadi perselisihan dan dikhawatirkan akan terjadi 
pertikaian yang sengit maka perlu mengutus dua orang hakam dari masing-masing 
pihak untuk mendamaikan atau memediasi. Upaya ini disebut dengan  tahkim.  
 
B.   Kewajiban Mediasi  
Ketika terjadi perselisihan dan pertiakain, proses untuk menyelesaikanya 
melalui tahkim. Tujuan utama dari tahkim ini adalah mendamaikan dan 
merukunkan kembali hubungan suami istri. Begitu pentingnya upaya untuk 
mendamaikan ini, para ulama ada yang berpendapat wajib hukumnya 
mendatangkan hakam. Imam Al-Syafi’i termasuk ulama yang mewajibkan 
pengiriman dua hakam, karena ini termasuk dalam rangka menolak kemadharatan 
dan kezhaliman yang termasuk keharusan yang bersifat pribadi (fardhu ‘ain), 
lebih-lebih bagi hakim atau qadhi.35  
Tidak berbeda dengan Imam Syafi'i, menurut penuturan Wahbah Al-
Zuhaily Al-Zuhaily, berdasar kata perintah (amar) pada ayat fab’atsu, maka 
hukum mengutus hakam adalah wajib. Namun demikian, di kalangan ulama ada 
juga yang memahami perintah tersebut sebagai anjuran semata.36 
Semangat mendamaikan kedua suami istri yang bertikai demi terjaganya 
keutuhan rumah tangga dan terhindarinya perceraian sebagaimana diuraikan oleh 
Wahbah Al-Zuhaily sejalan dengan kewajiban mediasi yang ditentukan PERMA 
No 1 Tahun 2016. Setiap perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan, termasuk 
pegadilan agama, pada kasus gugata cerai diwajibkan diproses terlebih dahulu 
dengan sistem mediasi.  
Pasal 4 (1) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa semua 
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan 
(verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) 
maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah 
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berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 
Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.  
Pengadilan Agama yang menjadi wilayah gugatan perceraian merupakan 
merupakan bagian dari system peradilan di Indonesia di bawah  Mahkamah 
Agung  sehingga turut menerapkan PERMA No 1 tahun 2016.  Pada pasal 2 (1) 
disebutkan, Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah 
Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan 
peradilan umum maupun peradilan agama.  
 
C.  Mediasi di Luar Pengadilan 
Proses mediasi atau tahkim ini bisa dilangsungkan di luar pengadilan. 
Dalam arti sebelum permasalahan pertikaian dan perselisihan ini diajukan ke 
pengadilan. Pada  kondisi seperti ini, tentu yang menjadi mediator atau hakam 
yang akan mendamaikan adalah dari pihak keluarga, pihak suami maupun istri, 
mengirim  utusan yang dipercaya untuk memusyawarahkan permasalahan yang 
terjadi. Selanjutnya mencari solusi yang  diterima semua pihak.  
Dalam mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, pemilihan mediator bisa 
lebih luas. Hakam yang diminta untuk mendamaikan adalah tokoh-tokoh yang 
dipercaya. Karena memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Wahbah Al-Zuhaily 
mengatakan bahwa perintah untuk mendatangkan hakam pada ayat 35 surat an-
Nisa di atas itu khitabnya untuk para qadhi (hakim), pasangan suami istri dan 
kerabat dari keduanya. Artinya ketika pihak suami atau istri, atau pihak keluarga 
dan kerabat mereka melihat indikasi akan munculnya pertikaian yang sengit, 
maka mereka bisa berinisiatif untuk mencari hakam. Yang satu dari pihak suami 
dan yang satu dari pihak istri, untuk berusaha mendamaikan perselisihan antara 
keduanya. 37 
Dalam PERMA No 1 Tahun 2016, mediasi model seperti ini disebut 
dengan istilah Mediasi di Luar Pengadilan. Pasal 36 (1) PERMA No 1 Tahun 
2016 menyebutkan, para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat 
yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan 
Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang 
berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan 
gugatan. Selanjutnya pada ayat ke 3 disebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara 
di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi 
Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 
ayat (2).  
Namun, demikian konsep mediasi dalam pandangan Wahbah al-Zuhaily 
juga mencakup mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan. Dalam konteks 
Indonesia di Pengadilan Agama. Hal ini bisa dilihat dari pandangan beliau bahwa 
khitab perintah mengirim hakam itu berlaku juga bagi para hakim. Artinya, ketika 
suami atau istri sudah mengajukan gugatan atau pengaduan ke hakim terkait 
permasalahan rumah tangga mereka, dan hakim memandang ada potensi 
pertikaian yang berujung pada perceraian, maka hakim wajib menunjuk hakam 
yang akan melakukan mediasi terlebih dahulu.  
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D.  Kualifikasi Hakam atau Mediator 
Untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian membutuhkan hakam 
sebagai mediator. Hakam diutamakan dari kalangan keluarga masing-masing. 
Hakam tidak harus dari keluarga, tetapi hanya bersifat dianjurkan dan diutamakan. 
Hakam boleh dari orang lain. Tugas yang paling utama hakam  adalah bagaimana 
meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi. Mengurai sebab-sebab yang 
menimbulkan perselisihan atau pertikaian tersebut. Dan itu bisa dilakukan siapa 
saja yang punya keahlian. Hanya saja, kalau dari pihak keluarga, mereka lebih 
memahami kondisi dan psikologi keluarganya. Selain itu bila hakam dari pihak 
keluarga, maka lebih bisa menjaga rahasia atau aib keluarga. Dengan demikian, 
permasalahan rumah tangga itu tidak sampai menyebar kepada pihak lain.38  
Pada PERMA No 1 tahun 2016 disebutkan bahwa mediator adalah hakim 
atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang 
membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian. Pihak lain dalam PERMA No 1 Tahun 16 
membuka peluang adanya mediator dari kalangan luar pengadilan. Baik yang 
sudah bersertifikat maupun yang tidak atau belum bersertifikat.  
Tidak sembarang orang ditunjuk untuk melakukan mediasi. Menurut 
Wahbah Al-Zuhaily; hakam disyaratkan orang yang adil dan memiliki 
pengetahuan dengan masalah yang dimediasi. Dianjurkan darim kalangan 
keluarga atau kerabat kedua pihak. Jika keduanya bukan berasal dari keluarga 
kedua suami istri, hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga 
(orang lain; ajnabiy). Diutamakan dari orang-orang yang dekat denga para pihak, 
seperti tetangga. Intinya orang-orang yang memahami kondisi suami istri yang 
berselisih itu. Dan, yang paling diutamakan adalah orang yang punya kemampuan 
dan keahlian untuk mendamaikan.39  
Dalam sistem peradilan di Indonesia telah diatur tentang kualifikasi 
mediator. PERMA No 1 Tahun 2016 keberadaan mediator diatur sedemikian rupa. 
Hal ini dengan tujuan agar yang melakukan mediasi adalaah orang-orang yang 
ahli sehingga bisa berhasil mendamaikan dua pihak yang bertikai.   
Pada pasal 13 disebutkan (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat 
Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan 
sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga 
yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. (2) Berdasarkan surat 
keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi 
Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator 
bersertifikat. 
Mediator yang bersertifikat diyakini telah memiliki kemampuan yang 
teruji dalam mendamaikan perselisihan. Sertifikasi keahlian seorang mediator 
sama dengan kriteri hakam yang ‘alim atau khobir, memiliki ilmu dan menguasai 
masalah.  Pasal 19 PERMA No 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa para pihak 
berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator 
di Pengadilan.  
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Jadi mediator bisa satu orang atau lebih. Lalu bagaimana dengan istilah 
hakamain yang berarti dua orang hakam. Wahbah Al-Zuhaily menerangkan 
kebolehan melakukan tahkim dengan satu orang hakam. Dengan syarat satu orang 
hakam itu telah disepakati oleh dua pihak yang berselisih.40  
 
E.  Kewenangan dan Keputusan Hakam  
Manakala pihak suami atau istri mengadukan pasangannya kepada hakim 
(pengadilan) maka qadhi atau hakim memerintahkan keduanya untuk mengutus 
masing-masing seorang hakam berasal dari keluarga pihak suami dan istri. 
Diharapkan keduanya mampu melakukan perbuatan yang paling baik yang berupa 
menyatukan dan mendamaikan.   
Para ulama berbeda pendapat tentang wewenang para hakam. Apakah 
hanya dalam upaya mendamaikan dan menyatukan (al-jam’u) kedua pihak yang 
bertikai itu atau juga memiliki hak untuk tafriq, yaitu memisahkan atau 
menceraikan kedua pihak suami istri.     
Mayoritas ulama fiqh berpendapat, hukum dilaksanakan dengan 
perwakilan dari pihak suami. Kedua orang hakam ini tidak berhak untuk 
memisahkan suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan 
kepada keduanya karena pada asalnya talak tidak berada di tangan seseorang 
selain suami atau orang yang diberikan perwakilan oleh suami. Hak talak secara 
syariat hanya dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan tebusan untuk 
talak dimiliki oleh istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan 
izin keduanya. 
Menurut Imam Malik, bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan 
suatu ketetapan kepada pihak suami istri tersrbut tanpa seijinnya, jika hal tersebut 
dipandang oleh kedua orang hakam tersebut dapat mendatangkan maslahat, 
seperti seorang laki laki menjatuhkan talaq kemudian istri memberikan tebusan 
dengan hartanya untuk mendapatkan untuk mendapatkan talaq dari suaminya. 
Artinya kedua hakam tersebut merupakan dua orang hakim yang diberikan 
kekuasaan oleh pemerintah.  
Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kedua orang hakam tidak boleh 
menceraikan suatu pernikahan tanpa izin dari suami istri, karena hakamain adalah 
wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang hakam dari pihak suami 
tidak boleh menjatuhkan talaq kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan 
dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri juga tidak dapat menjatuhkan 
khulu sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami.  
Adapun menurut Imam Al-Syafi`i bahwa tugas hakamain itu adalah 
sebagai wakil dari pihak suami dan istri, menjalankan keinginan keduanya dan 
tidak boleh sampai memisahkan kehidupan perkawinan antara keduanya.41 
Dengan demikian ada dua pandangan ulama terkait wewenang dan batasan 
hak para hakam dalam memutuskan perkara yang mereka mediasikan. Pendapat 
pertama yang memandang hakam sebagai hakim, sehingga kedudukannya berhak 
memberikan putusan tanpa seizing dari pihak suami maupun istri. Sedangkan 
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pendapat yang kedua, mengatakan bahwa Allah hanya memerintahkan para 
hakam untuk ishlah (mendamaikan) kedua pihak. Tidak ada wewenang lain selain 
melakukan ishlah. Mendamaikan keduanya agar bersatu dan rukun kembali.  
Karena permaslahan ini merupakan wilayah ijtihad, menurut pandangan 
Wahbah Al-Zuhaily, maka yang lebih kuat adalah pandangan kedua. Dimana para 
hakam hanya diberi kewenangan untuk mendamaikan (ishlah). Dengan demikian 
keputusan apakah akan berlanjut dengan menceraikan istrinya kembali kepada 
keputusan suami. Demikian pula keputusan mengajukan gugatan cerai dengan 
uang pengganti juga dikembalikan sepenuhnya kepada keputusan istri.42  
Menurut Wahbah al-Zuhaily, semangat ishlah yang diutamakan oleh para 
hakam ini, didasarkan bahwa pada ayat ke 35 surat an-Nisa tentang perintah 
tahkim dengan hakam, Allah Swt hanya menyebutkan tugas hakam untuk 
melakukan ishlah. Yaitu dengan kalimat, in yuriidaa ishlaahan yuwaffiqillahu 
bainahumaa. Jika keduanya (hakamain) tersebut menghendaki melakukan ishlah 
(mendamaikan) maka Allah akan memudahkan kerukunan diantara keduanya. 
Pada ayat tersebut tidak disebutkan kata tafriq (memisahkan/menceraikan) 
sebagai isyarat ada keinginan yang sangat kuat untuk terwujudnya perdamaian 
dan keutuhan keluarga, bukan pemisahan yang berakibat pada hancurnya ikatan 
rumah tangga dan keutuhan keluarga.43  
Pandangan Wahbah al-Zuhaily tentang fokus dan wewenang para hakam 
yang terbatas pada upaya ishlah sejalan dengan semangat dan ketentuan prosedur 
mediasi pada Pengadilan Agama di Indonesia sebagaimana diatur PERMA No 1 
Tahun 2016.  
Pasal 14 yang mengatur tugas mediator pada point j menyebutkan bahwa 
tugas mediator adalah memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: 1. 
menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; 2. mencari berbagai pilihan 
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan 3. bekerja sama mencapai 
penyelesaian. Selanjutnya pada poin k. disebutkan mediator selanjutnya 
membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian; 
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat 
dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.  
 Dengan demikian, jika mediasi dinilai berhasil, baik seluruhnya atau 
sebagiannya, dirumuskan dalam kesepakatan perdamaian. Jika mediasi gagal, 
tidak berhasil mendamaikan dan para pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan 
pada persidangan di Pengadilan Agama, maka perkara akan dilanjutkan ke 
Pengadilan Agama.  
 
F. Beberapa Perbedaan Medisi dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaily dan 
PERMA No 1 Tahun 2016 
Ada beberapa perbedaan yang ditemukan konsep mediasi dalam perspektif 
Wahbah al-Zuhaily dengan Prosedur mediasi pada PERMA No 1 Tahun 2016. 
Perbedaan tersebut terlihat dalam aspek teknik dan administratif sebagai upaya 
untuk memaksimalkan pelaksanaan mediasi dalam mencegah terjadinya 
perceraian. 
Perbedaan tersebut antara lain: 
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1.   Iktikad Baik Menempuh Mediasi  
PERMA No 1 tahun 2016 juga mengatur tentang Iktikad baik menempuh 
mediasi yang diatur pada Bab II bagian kelima Pasal 7. (1) Para Pihak dan/atau 
kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu 
pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad 
baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:  
a.  tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut 
dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;  
b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada 
pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali 
berturutturut tanpa alasan sah;  
c.  ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan 
Mediasi tanpa alasan sah. 
 
2. Biaya Mediasi 
Pada Bab II tentang pedoman mediasi di bagian keenam  pasal 8 diatur 
tentang biaya mediasi. Biaya mediasi ini hanya untuk jasa Mediator Non Hakim 
dan bukan Pegawai Pengadilan. Sedangkan jasa Mediator Hakim dan Pegawai 
Pengadilan tidak dikenakan biaya. Biaya mediasi ditanggung bersama atau 
berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Rincian ketentuan biaya mediasi telah diatur 
pada PERMA No 1 Tahun 2016 pada bab VI pasal 8 sampai pasal 10.  
 
     3.    Tempat dan Waktu Mediasi  
Tempat mediasi diatur pada bab II bagian ketujuh pasal 11. Mediasi 
diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar 
Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. Mediator Hakim dan Pegawai 
Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Mediator non 
hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama 
dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib 
menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan. Penggunaan ruang Mediasi 
Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.  
Waktu Medasi diatur pada Bab V pasal 24. Proses mediasi berlangsung 
paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas 
dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling 
lama 30 hari. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator 
disertai alasan. 
  
4.    Tahapan Mediasi 
Tahapan  mediasi dibahas dalam Bab IV PERMA No 1 Tahun 2016. 
Tahapan mediasi terbagi menjadi dua, yaitu tahap pramediasi dan tahap proses 
mediasi.  
 
1.   Tahapan Pra-Mediasi  
Tahapan  pra-mediasi meliputi. Pertama, hakim atau ketua majelis hakim 
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh 
para pihak. Kedua, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur 
mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta manfaat dan tujuan 
paripada mediasi.  





Selanjutnya Para Pihak memilih Mediator.  Para Pihak berhak memilih 
seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. 
Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian 
tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.  
 
 
2.   Tahap Proses Mediasi  
Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, para 
pihak menyerahkan resume perkara atau satu sama lainnya dan kepada mediator. 
Pasal 24 (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat  (5), Para Pihak dapat menyerahkan 
Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.  
Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Pasal 24  (2) menegaskan 
bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.  (3) Atas dasar kesepakatan Para 
Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) 
Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan 
jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya. 
Beberapa ketentuan teknis dan administratif tersebut tidak dibahas dalam 
pandangan Wahbah al-Zuhaily. Hal ini wajar menurut penulis, karena Wahbah al-
Zuhaily membahas dalam konteks fikih serta tafsir yang menghasilkan konsep-
konsep utama dalam mediasi.  
 
KESIMPULAN 
Mediasi dalam pandangan Wahbah al-Zuhaily merupakan salah satu upaya 
dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bahkan Wahbah al-Zuhaily 
berpendapat wajib mendatangkan hakam (mediator) yang akan berusaha 
memediasi dua pihak suami istri. Hakam yang bertugas melakukan mediasi dalam 
pandangan Wahbah al-Zuhaily, tidak harus dari kalangan atau pihak keluarga 
sumi atau istri. Bisa dari orang lain (ajnaby). Memang diutamakan hakam berasal 
dari pihak keluarga yang berselisih. 
Wahbah Al-Zuhaily berpandangan bahwa para hakam hanya diberi 
kewenangan untuk mendamaikan (ishlah). Keputusan apakah akan berdamai atau 
berlanjut dengan perceraian kembali kepada keputusan pasangan suami istri. 
Namun, mediasi dalam perspektif Wahbah al-Zuhaily hanya dibahas dalam 
prinsip-prinsip pokok. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan 
administratif Wahbah Al-Zuhaily tidak mengulasnya secara terperinci.  
Prosedur mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Peraturan Mahkamah Agung terbaru 
adalah PERMA No I tahun 2016. Dalam PERMA No I tahun 2016 disebutkan 
bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama maka wajib 
mengikuti proses mediasi. PERMA No 1 Tahun 2016  yang berisi 9 bab dan 39 
pasal.  





PERMA No 1 tahun 2016 lebih lengkap dan rinci, karena sifatnya sebagai 
prosedur. Termasuk mengatur tempat dan waktu pelaksanaan mediasi. Proses atau 
tahapan mediasi dan biaya mediasi. Ketentuan tersebut untuk lebih 
memaksimalkan upaya mediasi sehingga berhasil mendamaikan pihak-pihak yang 
berselisih.  
Prosedur mediasi yang berlaku pada Pengadilan agama di Indonesia 
memiliki beberapa kesamaan dengan mediasi dalam Perspektif Wahbah al-
Zuhaily. Diantaranya dalam hal diutamakannya mediasi.  Wahbah al-Zuhaily 
berpendapat wajib mendatangkan hakam (mediator) yang akan berusaha 
memediasi dua  suami istri. PERMA no 1 Tahun 2016 mewajibkan setiap perdata 
yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk diupayakan mediasi terlebih dahulu. 
Hakam (mediator) yang bertugas melakukan mediasi dalam pandangan Wahbah 
al-Zuhaily, tidak harus dari kalangan atau pihak keluarga sumi atau istri. Bisa dari 
orang lain (ajnaby). Hal ini juga diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Terkait 
dengan  kewenangan hakam (mediator)  ada kesamaan antara ketentuan dalam 
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